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Pelipatgandaan Harga Hand Sanitizer Pada Saat Bencana Covid-19 (Studi 
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Pelipatgandaan harga hand sanitizer merupakan kejahatan yang sifatnya 
menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Di tengah keadaan darurat bencana 
covid-19 melanda Indonesia, pemerintah memberikan instruksi kepada pihak 
kepolisian untuk berperan aktif dalam menindak kejahatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaturan hukum pidana 
positif yang berlaku dan mengkaji implementasi ketentuan pidana terhadap 
kejahatan pelipatgandaan harga hand sanitizer pada saat bencana covid-19. 
Jenis penelitian ini adalah lapangan, pendekatan yang digunakan adalah 
empiris, teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan secara 
langsung tanpa melalui media perantara, yang hasilnya langsung dianalisis 
melalui metode kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan pelipatgandaan harga 
hand sanitizer dapat dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana yang diberikan terdapat 
pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan 
Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 






Bagas Bima Sakti Bahari, 5116500037, Implementation of Criminal Provisions 
Regarding the Multiplication of Hand Sanitizer Prices During the Covid-19 
Disaster (Research Study in Tegal City), Advisor Dwijoyo Hartoyo, S.H., M.H. 
and Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H. 
 
Multiplying the price of a hand sanitizer is a crime which is beneficial for 
oneself or a group. In the midst of the covid-19 emergency disaster that struck 
Indonesia, the government gave instructions to the police to play an active role in 
cracking down on crime. 
This study aims to find the applicable positive criminal law arrangements 
and examine the implementation of criminal provisions against the crime of 
doubling the price of hand sanitizers during a covid-19 disaster. 
This type of research is the field, the approach used is empirical, data 
collection techniques through interviews with informants directly without going 
through intermediary media, the results of which are directly analyzed through 
qualitative methods. 
The results of this study indicate that the crime of doubling the price of 
hand sanitizers can be convicted by using Law Number 7 of 2014 concerning 
Trade and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection with criminal 
sanctions given contained in Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning 
Trade and Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning 
Consumer Protection. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Masyarakat Indonesia pada saat ini merasa takut akan terjangkitnya 
virus yang diketahui berasal dari negara China, tepatnya pada kota Wuhan, 
provinsi Hubei, China. Virus tersebut pertama kali diketahui pada bulan 
November tahun 2019, dimana pada salah satu rumah sakit terpadu di China 
terdapat satu pasien yang berasal dari kota Wuhan mengalami gejala sakit 
menyerupai pneunomia. Tenaga medis pada saat itu belum bisa 
menyimpulkan bahwa pasien terjangkit virus atau murni dari sakit bawaan 
yang diderita. Pada bulan Desember 2019, tidak lama kemudian terdapat 
sekitar 60 orang warga kota Wuhan mengalami gejala sakit yang sama 
seperti pasien pertama. Pihak otoritas setempat melakukan penelitian dan 
didapatkan bahwa muncul virus jenis baru bernama 2019 – Novel Corona 
Virus (2019-nCoV) atau yang biasa disebut dengan Corona Virus Disease – 
2019 (Covid-19) dimana gejala sakit yang ditimbulkan menyerupai virus 
Sindrom Pernapasan Akut Berat1. 
Virus covid-19 merupakan virus yang menyerang tubuh manusia 
melalui konsumsi makanan yang berasal dari satwa liar seperti tikus, 
kelelawar, dan primata. Pada tahun 1960 hingga 2019, ternyata nCoV 
memiliki banyak macam genusnya, seperti: Alpha Corona Virus, Beta 
                                                             
1 KumparanNews, Virus Corona Diduga Muncul Pertama Kali Pada 17 November 2019 
Di Hubei, https://kumparan.com/kumparannews/virus-corona-diduga-muncul-pertama-kali-pada-





Corona Virus, Gamma Corona Virus, dan Delta Corona Virus. Beberapa 
dari genus virus yang hanya dapat menyerang tubuh manusia hingga 
berakibat meninggal dunia yaitu genus Alpha dan genus Beta. Virus covid-
19 sendiri termasuk dalam genus beta karena virus akan menginfeksi hewan 
terlebih dahulu baru setelahnya akan menginfeksi tubuh manusia untuk 
berkembangnya virus2. Menurut World Health Organization (WHO) virus 
covid-19 pada manusia menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa 
hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dengan gejala yang 
ditimbulkan seperti demam, gangguan pernafasan, batuk, pilek, sakit 
tenggorokan, letih, dan lesu dalam menjalani aktivitas sehari-hari bagi 
penderitanya3. 
Virus covid-19 yang telah memasuki wilayah Indonesia, membuat 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengupayakan 
memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia mengenai virus 
tersebut dengan cara mengeluarkan beberapa artikel tentang virus covid-19, 
yang menjelaskan bahwa untuk mengetahui cara penularan virus covid-19 
masih dalam tahap investigasi. Pihak otoritas kesehatan di China menduga 
bahwa virus covid-19 berasal dari pasar hewan/ikan yang berada di kota 
                                                             
2 Kompas, Akademisi UNAIR Beberkan Sejarah Virus Corona, Kelelawar Penyebabnya 
?, https://edukasi.kompas.com/read/2020/03/05/09490121/akademisi-unair-beberkan-sejarah-
virus-corona-kelelawar-penyebabnya?page=all, diakses pada tanggal 28 Maret 2020. 
3 CNBCIndonesia, Apa Itu Virus Corona Dan Cirinya Menurut Situs WHO, 
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/apa-itu-virus-corona-dan-





Wuhan, karena banyaknya pasien yang terjangkit virus covid-19 adalah 
pekerja di pasar hewan/ikan tersebut4.  
Dilansir dari A Handbook of 2019-nCoV Pneumonia Control and 
Prevention, terdapat lima cara penularan virus corona dari manusia ke 
manusia lainnya: 
1. Transmisi dari cairan 
Air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam 
jarak satu meter. Air yang dimaksud biasanya berupa cairan tubuh 
yang keluar pada saat berbicara, batuk, hingga bersin. 
2. Transmisi dari udara  
Virus covid-19 dapat menyebar dalam jarak jauh melalui udara.  
3. Transmisi kontak 
Virus covid-19 dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit 
atau selaput lendir seperti mata, lidah, luka terbuka, dan lain-lain. 
4. Transmisi dari hewan  
Virus covid-19 menyebar dari orang yang mengkonsumsi daging 
hewan liar, menjual hewan liar yang sudah terkena virus melalui 
kontak langsung. 
5. Kontak dekat dengan pasien 
Keluarga, tetangga, bahkan teman sekitar dapat tertular virus covid-19 
bahkan para petugas medis yang langsung bersentuhan dengan 
pasien5. 
                                                             
4 Kompas.com, Otoritas Kesehatan China Sebut Virus Corona Bisa Menular Melalui 
Sentuhan, https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/31/180500465/otoritas-kesehatan-china-




WHO pada bulan Maret 2020 telah mengeluarkan pernyataan dari 
hasil penelitiannya bahwa virus covid-19 tidak dapat menyebar melalui 
media udara, karena setiap virus memiliki jumlah massa/berat yang 
menyebabkan virus tertarik oleh gravitasi. Pada bulan Maret 2020, terdapat 
dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif terinfeksi virus covid-19 
akibat kontak fisik dengan Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang yang 
sedang berkunjung ke rumah WNI tersebut. WNA tersebut berasal dari 
negara Jepang yang tinggal di Malaysia, dalam perjalanan ke Indonesia 
ternyata WNA tersebut telah meminum obat penurun panas sehingga tidak 
terdeteksi oleh alat keamanan pihak bandara. WNA tersebut telah terjangkit 
virus covid-19 dari Malaysia bukan setelah berkunjung dari Indonesia. 
Semenjak kejadian itu sampai akhir bulan Maret 2020 Indonesia mengalami 
lonjakan angka pasien positif virus covid-19 sejumlah kurang lebih seribu 
jiwa di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia6. 
Tingginya jumlah pasien yang terjangkit virus covid-19 membuat 
pemerintah Indonesia mengimbau agar masyarakat tidak panik dan tetap 
waspada serta mematuhi kebijakan yang telah dibuat seperti pembatasan 
akses wilayah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah. Kemenkes RI 
membuat buku pedoman pencegahan dan pengendalian virus covid-19 serta 
                                                                                                                                                                       
5 IdnTimes, Penting! 5 Cara Penularan Virus Corona, Bisa Lewat Nafas Dan Ludah, 
https://jateng.idntimes.com/health/medical/dini-suciatiningrum/idi-hati-hati-virus-corona-menular-
lewat-batuk-dan-napas-regional-jateng/full, diakses pada tanggal 28 Maret 2020. 
6 IdnTimes, Ini Kronologi Masuknya Virus Corona Ke Indonesia, 
https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/breaking-begini-cara-virus-corona-akhirnya-





mempublikasi kepada masyarakat pada tanggal 16 Maret 2020 agar 
masyarakat dapat mengetahui langkah-langkah pencegahan virus covid-19. 
Berikut beberapa langkah-langkah pencegahan virus covid-19 yang 
paling efektif menurut Kemenkes RI antara lain: 
1. Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika 
tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan 
terlihat kotor; 
2. Menghindari menyentuh hidung, mata, dan mulut; 
3. Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut 
dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah ke tempat 
sampah; 
4. Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan 
melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker; 
5. Menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang yang mengalami gejala 
gangguan pernapasan. 
Dari beberapa langkah pencegahan virus covid-19 di atas, penulis 
mendapatkan informasi bahwa terjadi kelangkaan barang tertentu seperti 
masker dan hand sanitizer, di tengah menyebarnya virus covid-19 di 
Indonesia. Kejanggalan mengenai langkanya barang tersebut membuat 
pemerintah dan segenap aparat negara bersama-sama mengusut penyebab 
terjadinya barang yang pada umumnya mudah didapat menjadi sulit untuk 
ditemukan. Selain masker yang sulit ditemukan, hand sanitizer yang 





juga menjadi persoalan karena disamping langka juga terdapat beberapa 
pelaku usaha yang dengan sengaja meraup untung melalui pelipatgandaan 
harga.  
Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh WHO, hand sanitizer 
merupakan alat yang paling efektif digunakan untuk membersihkan tangan 
pada saat bepergian. Hand sanitizer merupakan alat pembersih tangan yang 
memiliki kemampuan untuk mengurangi infeksi pada tangan dan mampu 
membunuh mikroorganisme lebih baik daripada sabun dan air7. Masyarakat 
yang mengetahui mahalnya harga hand sanitizer saat ini, lebih memilih 
untuk mengurungkan niat membelinya. 
Berdasarkan fenomena lapangan yang penulis temui, penulis 
berpendapat bahwa peran pemerintah Kota Tegal dalam hal ini sangat 
dibutuhkan untuk mengatasi para pelaku usaha yang mengambil keuntungan 
pada saat bencana virus covid-19. Pelaku usaha yang tidak mengerti bahwa 
melipatgandakan harga hand sanitizer disaat terjadinya kelangkaan barang 
yang diakibatkan suatu bencana akan terancam oleh hukum. Seperti pepatah 
Ubi Societas Ibi Ius, yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. 
Dengan demikian segala bentuk kegiatan yang merugikan orang lain, 
mengambil kesempatan saat terjadi bencana, dan membuat kepanikan maka 
hukum pidana akan berlaku. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan 
melakukan penelitian mengenai Implementasi Ketentuan Pidana Tentang 
Pelipatgandaan Harga  Hand Sanitizer Pada Saat Bencana covid-19. 
                                                             
7 Aminah Asngad, et al., “Kualitas Gel Pembersih Tangan (Handsanitizer) dari Ekstrak 
Batang Pisang dengan Penambahan Alkohol, Triklosan dan Gliserin yang Berbeda Dosisnya”, 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 
penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan hukum pidana positif Indonesia terhadap 
tindak pidana pelipatgandaan harga barang penting berupa hand 
sanitizer? 
2. Bagaimana implementasi ketentuan pidana tentang pelipatgandaan 
harga barang penting berupa hand sanitizer? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Menemukan pengaturan hukum pidana positif Indonesia terhadap 
tindak pidana pelipatgandaan harga barang penting berupa hand 
sanitizer. 
2. Mengkaji implementasi ketentuan pidana tentang pelipatgandaan 











D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis simpulkan manfaat dari 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan wawasan 
terhadap pembaca mengenai pemberian sanksi pidana sesuai dengan 
hukum pidana positif yang berlaku. Penelitian ini tertuju pada pelaku 
usaha yang melipatgandakan harga hand sanitizer pada saat bencana 
covid-19 terjadi di Indonesia. Selain itu, harapannya penelitian ini 
dapat menjadi kontribusi maupun referensi bagi pembaca yang akan 
meneliti lebih jauh mengenai pemberian sanksi pidana sesuai hukum 
pidana positif yang berlaku berdasarkan perspektif sosiologi maupun 
normatif. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini memfokuskan pada 
pemberian sanksi pidana serta penanggulangan pemerintah dalam 
menyikapi lonjakan harga hand sanitizer saat terjadi bencana covid-19 
di Indonesia khususnya di Kota Tegal. Harapan dari hasil penelitian 
ini, dapat membantu pemerintah Kota Tegal dalam mengambil 
kebijakan yang merujuk pada pemidanaan pelaku usaha yang 







E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan 
penulis sebagai berikut: 
1. Skripsi dengan judul “Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 
Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” 
yang ditulis pada tahun 2018, oleh Dwi Arjelina Saleha yakni 
mahasiswa dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Raden Fatah Palembang, mengatakan bahwa hukuman bagi 
pelaku penimbun bahan pokok menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, berpijak pada 
ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dilihat juga dari perspektif hukum 
ekonomi syariah bahwa penimbunan bahan pokok hukumnya haram. 
Akan tetapi saudari Dwi tidak menjelaskan bagaimana pemberian 
sanksi pidana terhadap pelaku usaha serta tidak menjelaskan 
bagaimana cara pemerintah menanganinya8. 
2. Skripsi yang berjudul “Perbandingan Konsep Ihtikar Menurut 
Pendapat  Fiqih Empat Mazhab Dan Konsep Penimbunan Barang 
Menurut Hukum Positif” yang ditulis pada tahun 2017 oleh 
Muhammad Taufiqur Rohman yakni mahasiswa dari Fakultas Hukum 
                                                             
8 Dwi Arjelina Saleh, “Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum 
Ekonomi Syariah”, Skripsi Sarjana Hukum, Palembang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan 





Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang, menjelaskan dalam skripsinya melihat dari sudut pandang 
para ulama melarang melakukan penimbunan barang dagangan, 
terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan dan bahan-
bahan pokok masyarakat umum, begitu juga dilihat dari hukum positif 
melarang menimbun barang pada saat terjadi kelangkaan bahan pokok 
dan penting. Tidak berbeda jauh dengan tinjauan skripsi sebelumnya, 
dalam skripsi yang disusun oleh saudara Muhammad Taufiqur 
Rohman juga tidak menjelaskan bagaimana pemberian sanksi pidana 
terhadap pelaku usaha serta tidak menjelaskan bagaimana cara 
pemerintah menanganinya9. 
3. Jurnal Diponegoro Law Review volume 5 nomor 2 pada tahun 2016  
oleh Richard Tulus, Eko Soponyono, Laila Mulasari yang berjudul 
“Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya 
Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap 
Tindak Pidana Penimbunan Pangan)”. Dalam jurnal tersebut berisi 
mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak 
pidana penimbunan pangan dilihat dari Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
mengalami kegagalan, dalam artian ketentuan pidana dalam Undang-
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Undang tersebut tidaklah dapat memberi arah terang bagi badan yang 
berwenang pada tahap pemberian pidana dan juga instansi pelaksana 
yang berwenang pada tahap pelaksanaan pidana. Pada jurnal tersebut 
penulis menginginkan adanya rekonstruksi kebijakan pidana dalam 
upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan pangan sehingga 
terciptanya ius constitutum. Akan tetapi dalam jurnal tersebut tidak 
menjelaskan di mana kelemahan pemberian sanksi pidana dalam 
penimbunan pangan serta tidak memperlihatkan bagaimana cara 
pemerintah untuk mengatasinya10. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa penelitian 
hukum yang telah dilakukan tersebut tidak ada satupun yang memfokuskan 
pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang menimbun 
barang khususnya barang kesehatan sehingga menimbulkan kenaikan harga 
yang tinggi serta tidak menjelaskan bagaimana pemerintah menanggulangi 
kejadian tersebut disaat bencana seperti ini. Penelitian yang membedakan 
antara penulis lakukan dengan penelitian di atas adalah memfokuskan pada 
pemberian sanksi pidana sesuai dengan hukum pidana positif yang berlaku 
terhadap pelaku usaha yang melipatgandakan harga hand sanitizer pada saat 
bencana covid-19 serta cara pemerintah Kota Tegal dalam menanggulangi 
lonjakkan harga hand sanitizer. 
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F. Metodelogi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau 
field research. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengambil 
data langsung di lapangan (biasanya data primer). Penelitian lapangan 
pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus 
dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah 
masyarakat11. Selain itu, penelitian lapangan juga merupakan salah 
satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak 
memerlukan statistik, pengetahuan mendalam akan literatur yang 
digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti12. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara terjun ke masyarakat serta instansi yang 
berwenang, dengan harapan dapat memperoleh informasi serta data-
data mengenai fenomena yang akan diangkat dalam karya tulis ini. 
2. Pendekatan Penelitian 
Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris. 
Penelitian empiris adalah suatu penelitian hukum yang meneliti data-
data hukum di lapangan, seperti data hukum dalam penerapannya, 
fenomena hukum dalam masyarakat, masalah keampuhan dan 
keefektivitas hukum, penegakan dan penerapan hukum, kepatuhan 
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hukum, masalah litigasi dan penyelesaian sengketa, dan sebagainya13. 
Pendekatan empiris dilakukan dengan mengambil objek kajian 
terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk 
menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun 
secara runtut, dengan jalan meneliti data lapangan melalui observasi. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 
seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain 
(langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri14. 
Adapun salah satu contoh yang dapat dilakukan untuk mendapatkan 
sumber data primer yakni dengan mewawancarai langsung 
pemahaman hukum masyarakat dengan berlakunya suatu aturan 
melalui kegiatan seperti wawancara dan observasi15. Data sekunder 
digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, maupun sumber 
tertulis lainnya. Fokus penulis dalam mendapatkan sumber data dalam 
penelitian ini melalui wawancara dengan pelaku usaha khususnya 
yang menjual hand sanitizer dengan harga tinggi serta instansi terkait 
yang mengatasi hal tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan 
sumber data dari instansi terkait dan internet sebagai tinjauan dalam 
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mencari perkembangan terkini terhadap penelitian yang penulis 
lakukan. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
observasi. Metode survei atau observasi adalah suatu metode yang 
tidak menggunakan sistem atau data yang dibentuk (manipulasi) tetapi 
langsung diadakan pengukuran terhadap fakta yang ada untuk 
kemudian dilihat korelasi-korelasi dari fakta-fakta yang berbeda16. 
Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi disuatu 
tempat, serta melakukan wawancara kepada masyarakat setempat dan 
para pihak terkait. Data yang diperoleh dari hasil observasi tersebut 
akan disusun secara rapi dengan susunan tabel agar pembaca dapat 
memahami informasi yang akan penulis sampaikan dalam karya tulis 
ini. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan 
alur berpikir deduktif. Analisis data kualitatif adalah suatu analisis 
data yang tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, 
namun dilakukan melalui berbagai cara seperti interview dan 
komunikasi mendalam (indepht interview) serta observasi baik terlibat 
atau tidak17. Alur berpikir deduktif ialah pemikiran logis untuk 
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memperoleh kesimpulan dari umum ke khusus18. Dalam karya tulis 
ini, penulis lebih memfokuskan pada kualitatif karena penelitian yang 
akan dilakukan tidak membutuhkan data angka atau numerik 
melainkan membutuhkan data berbentuk narasi untuk meneliti 
masalah-masalah dan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat 
pada suatu wilayah tertentu. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini akan disusun dalam empat bab 
yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai 
berikut: 
Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, 
permasalahan yang akan dicari jawabannya, tujuan penelitian 
merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat.  
Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini membahas landasan teori mengenai 
pengaturan hukum pidana positif Indonesia terhadap tindak pidana 
pelipatgandaan harga hand sanitizer serta implementasi ketentuan 
pidana tentang pelipatgandaan harga hand sanitizer. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini, membahas hasil 
observasi mengenai pengaturan hukum pidana positif Indonesia, dan 
implementasi ketentuan pidana tentang pelipatgandaan harga hand 
sanitizer di Kota Tegal. 
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Bab IV Penutup. Pada bab ini membahas simpulan yang merupakan 
jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah 
dikemukakan sebelumnya, dan saran. 
Daftar Pustaka, berisikan sumber referensi dalam penulisan skripsi ini. 







A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Hukum pidana tidak terlepas dari masalah pokok yang menjadi 
titik perhatian. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi 
masalah pidana yaitu suatu perbuatan kesalahan serta menimbulkan 
korban19. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu 
“strafbaar feit”. Dalam buku Wetboek van Strafrecht (WvS) hindia 
Belanda, penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit 
tidak ada, maka dari itu para ahli hukum berusaha memberikan arti 
dan isi dari istilah strafbaar feit20. 
Menurut Simon, pengertian strafbaar feit  berbunyi seperti ini:21 
“Strafbaar feit is een strafbaar gestelde on rechmatige 
(wederrechelijk), metschuld in verband staande handeling van een 
toerekeningsvatbaar person”. Pada terjemahannya berbunyi suatu 
tindakan melanggar hukum dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang 
dinyatakan dapat dihukum. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik 
dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur 
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hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah tindak 
pidana, peristiwa pidana, delik dan perbuatan pidana22. 
Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, feit. Dari ke 
tiga kata tersebut masing-masing kata memiliki arti tersendiri seperti 
straf yang artinya pidana dan hukum, baar yang artinya dapat dan 
boleh, dan yang terakhir feit yang artinya tindak, peristiwa, 
pelanggaran, dan perbuatan23. Secara literlijk kata straf artinya pidana, 
baar  artinya dapat atau boleh dan ferit artinya perbuatan. Kaitannya 
dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan 
juga dengan kata hukum, padahal sudah lazim hukum itu adalah 
berupa terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan 
recht yang sebenarnya tidak demikian sama24.  
Kata baar mempunyai dua istilah yang digunakan yakni boleh 
dan dapat, sedangkan kata feit bisa digunakan dalam empat istilah 
yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kata baar dan 
feit keduanya dapat diterima secara literlijk, namun dalam istilah fait 
lebih baik diterjemahkan dalam perbuatan. Sebab apabila 
diterjemahkan dalam kata pelanggaran maka akan bertentangan 
dengan istilah overtrading dalam bahasa pembendaharaan hukum 
Indonesia yang artinya sebagai lawan dari istilah misdrijven 
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(kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam 
buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana25. 
Kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari 
perkataan perbuatan. Hal itu karena peristiwa tidak saja menunjuk 
kepada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh 
kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia 
semata, tetapi juga oleh alam, seperti bencana tanah longsor. Peristiwa 
baru menjadi penting dalam hukum pidana, apabila kematian orang itu 
diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif)26. 
Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana merupakan 
perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan itu 
juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan norma 
atau menghambat akan terlaksananya tata cara dalam pergaulan 
masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial. 
Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana 
merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
pidana27. Istilah tindak pidana memang telah lazim digunakan dalam 
hukum pidana Indonesia, bahkan dapat dikatakan telah resmi dalam 
peraturan perundang-undangan yang ada. Moeljatno memakai istilah 
perbuatan pidana untuk menggambarkan isi pengertian dari strafbaar 
feit dan mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh 
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suatu aturan hukum atau larangan yang disertai dengan sanksi berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya28. 
Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan 
perbuatan yang mengarah pada pelanggaran suatu larangan atau 
aturan: 
1. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia dimana ada suatu 
kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang itu 
mengakibatkan kerugian pada orang lain. 
2. Larangan (ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana 
(ditujukan pada orang) ada hubungan yang erat, dan oleh karena 
itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang 
ditimbulkan orang, melanggar larangan) dengan orang yang 
menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat. 
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka 
lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian 
abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu: 
pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, 
adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian 
itu29. 
Jadi, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. 
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Berbeda dengan Moeljatno, H.J. Van Schravendiik 
menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum sedangkan S.R. 
Sianturi menggunakan istilah tindak pidana dalam memberikan 
perumusannya sebagai berikut: tindak pidana adalah sebagai suatu 
tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau 
diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat 
melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang 
yang bertanggungjawab. Menurut Andi Hamzah istilah yang tepat 
digunakan yaitu delik. Delik merupakan suatu perbuatan atau tindakan 
yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang 
(pidana)30.  
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana 
dapat dibedakan atas dua sudut pandang, yakni: “Dari sudut pandang 
teoritis serta sudut pandang Undang-Undang. Maksud dari sudut 
pandang teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut Undang-Undang 
merupakan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 
menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan 
perundang-undangan”31. Konsep mengenai unsur-unsur tindak pidana 
secara teoritis akan lebih jelas ketika kita membaca definisi-definisi 
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mengenai tindak pidana dari masing-masing ahli, seperti definisi yang 
diberikan oleh Moeljatno, S.R. Sianturi dan ahli-ahli hukum pidana 
lainnya. 
Tentunya unsur-unsur ini tidak sama antara ahli satu dengan 
yang lainnya, namun tidak berbeda jauh, begitu pula mengenai konsep 
unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-Undang akan lebih jelas 
ketika kita membaca pasal-pasal dalam peraturan perundang-
undangan yang ada. 
a. Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis 
Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana 
adalah sebagai berikut: 
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
4. Unsur melawan hukum yang objektif; 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Perlu ditekankan kembali bahwa sekalipun dalam rumusan 
delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun bukan berarti 
bahwa perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum. 
Perbuatan tersebut sudah sedemikian wajar sifat melawan 
hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri. Bahwa 
meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir 




perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan 
hukum yang subjektif32. 
b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang 
Unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang terdiri 
atas unsur objektif dan unsur subjektif, unsur objektif 
menitikberatkan pada unsur-unsur yang berada di luar diri 
pelaku. Sedangkan unsur subjektif menitikberatkan pada unsur-
unsur yang berada di dalam diri pelaku, mengenai tingkah laku 
atau perbuatan. Unsur kesalahan dan melawan hukum 
dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan, sama 
sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan 
bertanggung jawab. Selain itu banyak mencantumkan unsur-
unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun 
perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu maka dapat 
diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:33 
1. Tingkah laku; 
2. Unsur melawan hukum; 
3. Unsur kesalahan; 
4. Unsur akibat konstitutif; 
5. Unsur keadaan yang menyertai; 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
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8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. 
Dua dari delapan unsur tersebut, yakni kesalahan dan 
melawan hukum merupakan unsur subjektif, sedangkan 
selebihnya merupakan unsur objektif. Mengenai unsur melawan 
hukum, adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan 
hukumnya perbuatan mengambil pada Pasal 362 (pencurian) di 
luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum 
objektif). Juga pada Pasal 253 (pemalsuan materai dan merek) 
pada kalimat (menggunakan cap asli secara melawan hukum) 
berupa melawan hukum objektif. Tetapi ada juga melawan 
hukum subjektif misalnya dengan menyebutkan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum34. 
Begitu pula unsur melawan hukum pada perbuatan 
memiliki unsur yang bersifat subjektif, artinya terdapat 
kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam 
kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat. Mengenai 
unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau 
subjekif, bergantung atas bunyi redaksi rumusan tindak pidana 
yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif merupakan 
semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si 
pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya. 
                                                             




Sedangkan unsur yang bersifat subjektif merupakan semua 
unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin 
orangnya35. 
Van Hamel mengartikan tiga pengertian dari feit, yakni: 
1. Perbuatan feit terjadinya kejahatan delik. Pengertian ini 
sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang 
dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan 
pula pencurian. Maka tidak mungkin dilakukan pula 
penuntutan salah satu dari perbuatan itu; 
2. Perbuatan feit merupakan yang didakwakan. Ini terlalu 
sempit, misalnya seseorang dituntut melakukan perbuatan 
penganiayaan yang menyebabkan kematian, ternyata 
sengaja melakukan sebuah pembunuhan. Berarti masih 
dapat dilakukan penuntutan atas dasar (sengaja melakukan 
pembunuhan) karena hal ini lain daripada (penganiayaan 
yang mengakibatkan kematian). Van Hamel tidak 
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3. Perbuatan feit merupakan perbuatan materiil. Perbuatan itu 
terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat, 
dengan pengertian ini maka ketidakpantasan yang ada 
pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari36. 
Seseorang dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan 
hanya karena telah melakukan suatu perilaku lahiriah (outward 
conduct) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut 
umum. Terdapat juga pada ilmu hukum pidana, perbuatan 
lahiriah itu dikenal dengan actus reus. Dengan kata lain actus 
reus merupakan elemen luar eksternal element37. Kepustakaan 
hukum actus reus ini sering digunakan padanan kata conduct 
untuk perilaku yang menyimpang menurut kacamata hukum 
pidana, atau dengan kata lain, actus reus dipadankan dengan 
kata conduct. 
Terdapat dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa 
pengertian melawan hukum wederrechtelijk, yaitu:38  
1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai 
(bertentangan dengan hukum), bukan saja terkait dengan 
hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga 
mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara; 
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2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya bertentangan 
dengan hak orang lain (hukum subjektif); 
3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya pada tanggal 
18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya 
(tanpa wewenang) atau (tanpa hak); 
4. Menurut Vos, Moeljatno memberikan definisi 
(bertentangan dengan hukum) artinya, bertentangan 
dengan apa yang dibenarkan oleh hukum menurut 
anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan 
oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut 
dilakukan. 
Kepustakaan hukum mengatakan bahwa actus reus terdiri 
atas act and omission atau commission adn omission, dimana 
dalam kedua frasa tersebut, act sama dengan comission. Karena 
pengertian actus reus bukan mencakup act atau commission 
saja, tetapi juga ommission. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat 
lebih tepat untuk memberikan padanan kata actus reus dengan 
kata perilaku. Perilaku menurutnya merupakan padanan kata 
dari kata conduct dalam bahasa Inggris yang banyak dipakai 
untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan 
pidana39. 
 
                                                             




3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang terjadi di kehidupan 
masyarakat. Jenis-jenis tindak pidana dibedakan menjadi beberapa 
macam, sebagai berikut:40 
a. Kejahatan dan Pelanggaran. Jenis yang pertama ini 
mengklasifikasikan kejahatan dan pelanggaran dalam lingkup 
yang berbeda. Tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) pada buku kedua dan ketiga. 
b. Formil dan Materiil. Tindak pidana formil fokus pada suatu 
tindakan, sedangkan pada tindak pidana materiil hanya pada 
suatu akibat dari perbuatan yang dilakukannya. 
c. Delicta Commissionis, Delicta Omissionis, dan Delicta 
Commissionis Per Omissionem Commissa. Jenis tindak pidana 
tersebut, dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut: 
1. Delicta commissionis adalah suatu perbuatan yang 
dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 
2. Delicta omissionis adalah tidak melakukan perbuatan yang 
wajib dilaksanakan atau tidak melakukan perbuatan yang 
tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 
3. Delicta commissionis per omissionem commissa adalah 
suatu kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban 
yang menimbulkan akibat hukum. 
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d. Konkret dan Abstrak. Tindak pidana yang bersifat konkret yaitu 
perbuatan pidana yang dapat dirumuskan secara materiil 
maupun formil. Contoh dari tindak pidana konkret seperti 
pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan sebagainya. 
Sedangkan pada tindak pidana yang bersifat abstrak hanya dapat 
dirumuskan secara formil saja. Contoh dari tindak pidana 
abstrak adalah menghasut seseorang untuk melakukan tindak 
pidana. Tindak pidana abstrak hanya menititkberatkan pada 
suatu perbuatan saja. 
e. Umum, Khusus dan Politik. Jenis tindak pidana tersebut dilihat 
dari subjek atau pelaku tindak pidananya. Jenis tindak pidana 
umum, sifat perbuatannya dapat dilakukan oleh siapa saja. Jenis 
tindak pidana khusus justru hanya bisa dilakukan oleh orang-
orang dengan kualifikasi tertentu. Tindak pidana politik yaitu 
perbuatan yang dilakukan berdasarkan keyakinan menentang 
tertib hukum yang berlaku. Tindak pidana politik erat kaitannya 
dengan konflik kepentingan antara warga negara dengan 
pemerintah. 
f. Tindak Pidana Merugikan dan Tindak Pidana Menimbulkan 
Keadaan Bahaya. Jenis tindak pidana ini, tidak berbeda dengan 
jenis tindak pidana konkret dan abstrak. Jenis tindak pidana 
yang merugikan atau menyakiti merupakan suatu perbuatan 




Perbuatan yang dimaksud seperti membunuh, mencuri, 
memperkosa, dan sebagainya. Jenis tindak pidana yang 
menimbulkan bahaya adalah perbuatan yang tidak merugikan 
atau menyakiti secara langsung. Perbuatan yang dimaksud 
adalah menyebarkan informasi di muka umum yang bersifat 
meresahkan masyarakat, menyebarkan ajaran sesat, dan 
sebagainya. 
g. Tindak Pidana Berdiri Sendiri dan Tindak Pidana Lanjutan. 
Jenis tindak pidana sebenarnya memiliki sifat yang berdiri 
sendiri. Perbuatan tersebut apabila dilakukan secara terus 
menerus maka akan bersifat tindak pidana lanjutan. Jenis tindak 
pidana tersebut sebenernya hanya persoalan dalam penjatuhan 
pidananya saja. 
h. Tindak Pidana Persiapan, Percobaan, Selesai dan Berlanjut. Jan 
Remellink mengatakan bahwa jenis tindak pidana persiapan 
memiliki persamaan dengan jenis tindak pidana abstrak. Tindak 
pidana persiapan hanya menimbulkan bahaya namun tidak 
memenuhi unsur tindak pidana percobaan. Contoh dari tindak 
pidana percobaan adalah pemufakatan jahat. Tindak pidana 
percobaan merupakan suatu tindak pidana mendekati tujuan 
perbuatan tersebut namun tidak selesai karena kehendaknya 
sendiri. Tindak pidana selesai merupakan suatu tindakan yang 




keadaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 
Jenis tindak pidana berlanjut, merupakan salah satu jenis tindak 
pidana yang telah selesai dilakukan namun tindakan tersebut 
tetap dilakukan secara terus menerus atau berlanjut. 
i. Tindak Pidana Tunggal dan Gabungan. Jenis tindak pidana 
tunggal berfokuskan pada keadaan pelaku yang hanya dapat 
dipidana dengan satu jenis perbuatan yang dilarang saja. 
Perbuatan-perbuatan yang lebih dari satu dan mengandung unsur 
relevan antara satu sama lain maka perbuatan tersebut dapat 
dipidana dengan penggabungan perbuatan-perbuatan yang 
relevan tersebut. 
j. Tindak Pidana Biasa dan Aduan. Jenis tindak pidana biasa 
menegaskan bahwa dalam melakukan proses hukum terhadap 
suatu perkara tidak diperlukan sebuah aduan. Tindak pidana 
aduan merupakan jenis tindak pidana yang perkaranya 
membutuhkan suatu aduan. 
k. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana Terkualifikasi. 
Jenis tindak pidana sederhana adalah sebagaimana yang telah 
dirumuskan pembentuk undang-undang. Tindak pidana 
terkualifikasi merupakan tindak pidana dengan pemberatan 
karena suatu keadaan tertentu. Contoh dari tindak pidana 





l. Tindak Pidana Kesengajaan dan Kealpaan. Kesengajaan atau 
dolus adalah suatu tindak pidana yang menghendaki adanya 
kesalahan dalam rumusan tindak pidana. Kealpaan merupakan 
suatu tindakan yang menghendaki adanya kesalahan berupa 
kealpaan dalam rumusan suatu tindak pidana. 
m. Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana ekonomi merupakan 
perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dari peraturan-
peraturan di bidang ekonomi, pelanggaran mana diancam 
dengan pidana yang tidak tercantum dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Ekonomi (peraturan khusus lainnya) dan 
perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum yang menyangkut 
bidang ekonomi yang dapat diberlakukan beberapa ketentuan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Roeslan Saleh berpendapat bahwa “Baik kejahatan dan 
pelanggaran merupakan sebuah perbuatan pidana yaitu perbuatan 
yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”41. Kejahatan dan 
pelanggaran dahulunya dibedakan secara kualitatif untuk 
membedakan suatu perbedaan yang tanpa diatur di dalam Undang-
Undang. Namun sudah dirasa menciderai norma-norma dalam 
masyarakat maka digolongkan menjadi kejahatan. Sedangkan 
perbuatan yang baru disadari sebagai sebuah perbuatan yang 
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menciderai norma-norma dalam masyarakat ketika perbuatan tersebut 
sudah diatur dalam Undang-Undang digolongkan menjadi 
pelanggaran42. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Pelipatgandaan Harga Barang Penting 
1. Pengertian Pelipatgandaan Harga 
Pelipatgandaan harga berasal dari dua kosa kata yaitu 
pelipatgandaan dan harga. Pelipatgandaan sendiri merupakan 
gabungan dari dua kata yaitu lipat dan ganda, dimana dalam kelas 
nomina atau kata  benda dapat diartikan sebagai kalimat untuk 
menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan 
segala yang dibendakan43. Pelipatgandaan pada umumnya merupakan 
suatu kosa kata untuk menilai suatu benda yang berkaitan dengan nilai 
suatu benda pada waktu yang berbeda.  
Sedangkan harga merupakan suatu nilai tukar yang bisa 
disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang 
diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok 
pada waktu tertentu dan tempat tertentu44. Istilah harga biasanya  
digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang 
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atau jasa45. Dari kedua istilah tersebut, maka pelipatgandaan harga 
dapat diartikan sebagai suatu kata untuk menjelaskan kenaikan nilai 
harga barang dalam keadaan dan tempat tertentu yang melebihi nilai 
harga normal. 
Maraknya pelipatgandaan harga pada saat kejadian tertentu 
seperti bencana yang disebabkan oleh alam maupun bencana yang 
tidak disebabkan oleh alam membuat beberapa barang yang 
dibutuhkan menjadi langka disebabkan oleh banyaknya konsumen 
yang membutuhkan barang yang dibutuhkan. Pada saat bencana 
covid-19 terjadi maka beberapa barang yang sangat dibutuhkan yaitu 
alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Dengan tingginya 
minat konsumen untuk membeli hand sanitizer membuat para pelaku 
usaha melipatgandakan harga untuk meraup keuntungan yang sebesar-
besarnya. Kenaikan harga yang melebihi harga normal membuat hand 
sanitizer tersebut dapat dikatakan pelipatgandaan harga. 
 
2. Pengertian Barang Penting 
Barang penting merupakan benda yang berwujud maupun tak 
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun 
tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, 
atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha yang sifatnya 
strategis serta berperan penting dalam menentukan kelancaran 





pembangunan nasional. Pelaku usaha yang dimaksud dalam hal ini 
ialah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan 
usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang 
perdagangan dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran 
ekonomi pembangunan. 
Pelaku usaha dapat meningkatkan pembangunan nasional 
dengan memperjual belikan barang penting yaitu pembangunan 
terhadap ekonomi nasional. Pembangunan nasional sendiri merupakan 
upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, 
bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan 
keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan 
nasional46. 
Secara umum, barang penting dapat dikatakan barang yang 
dibutuhkan oleh masyarakat tidak memandang bahwa benda itu 
dilindungi atau tidak seperti halnya pada saat ini hand sanitizer yang 
digunakan untuk menjaga kebersihan tangan dalam menghadapi 
bencana virus covid-19. Walaupun menurut Peraturan Presiden Nomor 
59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 
Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan 
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Pokok Dan Barang Penting Pasal 2 ayat (6) huruf b menjelaskan 
bahwa jenis barang penting terdiri dari: 
1. Benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai; 
2. Pupuk; 
3. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram; 
4. Triplek; 
5. Semen; 
6. Besi baja konstruksi; 
7. Baja ringan. 
 
3. Tindak Pidana Pelipatgandaan Harga Menurut Undang-Undang 
Perbuatan melipatgandakan harga barang penting yang 
dilakukan oleh para pelaku usaha pada saat bencana covid-19 menjadi 
fokus penelitian penelitian47. Dalam tindak pidana pelipatgandaan 
harga terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan kegiatan tersebut 
dapat dipidana yaitu kenaikan harga pada saat terjadi kelangkaan 
barang dan penimbunan barang. 
Pelaku usaha yang melakukan tindak pidana pelipatgandaan 
barang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Perdagangan. Terdapat pada Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: 
“Pelaku usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok 
dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat 
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terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu 
lintas Perdagangan Barang”. Kemudian dikenakan pada sanksi 
pidana apabila melanggar ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 107 
yang berbunyi “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan 
pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu 
pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau 
hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 
50.000.000.000,00 (lima puluh milliar rupiah)”.  
Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Perdagangan, kejahatan pelipatgandaan juga dapat ditemukan 
pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. Dapat dilihat dalam Pasal 10 yang berbunyi “Pelaku 
usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau 
menyesatkan mengenai: 
a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; 
b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 
c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas 




d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang 
ditawarkan; 
e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen juga terdapat jerat pasal mengenai ketentuan 
pidana yaitu pada Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi “pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, 
pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf 
b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”. 
 
C. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Pidana merupakan derita, nestapa dan siksaan. Pidana 
merupakan sanksi yang terdapat dalam hukum pidana, jika dikaitkan 
dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana merupakan 
sanksi yang paling keras48. Jika terjadi perbuatan melanggar Hukum 
Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, sanksinya berupa 
penggantian kerugian. Sedangkan dalam hukum pidana sanksi berupa 
                                                             




pidana yang sangat keras yaitu bisa berupa pidana badan, pidana atas 
kemerdekaan dan bahkan berupa pidana jiwa49. 
Menurut Stelsel pidana merupakan bagian dari hukum 
“penitensier” yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan 
pidana, cara penjatuhan pidana, dan cara dimana menjalankannya, 
begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian 
penjatuhan pidana. Hukum “penitensier” juga berisi tentang sistem 
tindakan “maartregel stelsel”. Usaha negara dalam 
menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari pemerkosaan-
pemerkosaan terhadap kepentingan umum. Secara represif disamping 
diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga 
diberi hak untuk menjatuhkan tindakan “maatregelen”50. 
Pidana atau hukuman “straf” dalam bahasa Belanda atau 
“poenali” dalam bahasa Latin merupakan “Suatu perasaan tidak enak 
(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang 
yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana”51. Menurut 
Soedarto pidana merupakan “Penderitaan yang sengaja dibebankan 
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu”52. Penulis berpendapat bahwa pidana merupakan alat 
untuk menyiksa seseorang yang telah melakukan tindak pidana 
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dengan melalui lembaga yang berwenang dalam menjalankan 
pemberian pidana tersebut sesuai Undang-Undang tindak pidana.  
Hukum pidana menganut asas praduga tak bersalah 
“presumption of ennocence”, apabila belum diputus oleh hakim maka 
secara sah maka orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak 
pidana haruslah dianggap tidak bersalah53. Pemidanaan diartikan 
sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi 
dalam hukum pidana. Pidana pada umumnya diartikan sebagai 
hukuman, sedangkan pemidanaan sebagai penghukuman54.  
Pemidanaan merupakan suatu proses penjatuhan pidana oleh 
hakim melalui putusannya kepada orang yang terbukti bersalah telah 
melakukan suatu tindak pidana. Sistem pemidanaan yang berlaku di 
Indonesia saat ini berorientasi pada pelaku yang cenderung 
mengakibatkan rasa ketidakadilan. Tujuan pemidanaan telah tertuang 
dalam Pasal 51 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(RKUHP) yaitu diantaranya:55  
a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 
menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat; 
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 
pembinaan sehingga menjadikan orang baik dan berguna; 
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c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak 
pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa 
damai dalam masyarakat; 
d. Membebaskan rasa bersalah terpidana; 
e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 
tidak diperkenankan merendahkan martabat. 
Akibat yang ditimbulkan dari pemidanaan terhadap seseorang 
dapat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Untuk itu kewenangan 
sangat penting, timbul suatu pertanyaan siapa yang berhak 
menjatuhkan pidana penderitaan. Sedangkan pengertian pemidanaan 
menurut Soedarto mengatakan bahwa perkataan pemidanaan 
merupakan sinonim dengan perkataan tersebut dijatuhi pidana. Tujuan 
akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya 
merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana56. 
 
2. Teori Pemidanaan 
Menurut Adami Chazawi terdapat teori mengenai pemidanaan, 
namun dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 
a) Teori Absolut atau teori pembalasan “vergeldings theorien”, 
menurut  Immanuel Kant teori ini berlandaskan pada prinsip 
moral dan etika. Hegel mengatakan bahwa hukum merupakan 
perwujudan kemerdekaan dan kejahatan merupakan suatu 
                                                             




tantangan kepada hukum dan keadilan57. Pembalasan tersebut 
tidak melihat akibat dari pemidanaan yang dilakukan kepada 
pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat, yang ditekankan 
oleh teori itu hanya sebatas pembalasan. Menurut A. Fuad Usfa 
teori absolut terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 
(1) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi kepada 
pembalasan dendam penjahatnya; 
(2) Teori pembalasan objektif, yang berorientasi kepada 
pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dalam 
masyarakat58. 
b) Teori Relatif atau teori tujuan “doel theorien”, Paul Anselm van 
Feurbach mengemukakan bahwa “Hanya dengan ancaman 
pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan 
penjatuhan pidana kepada si penjahat”59. Menurut teori ini 
pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana bukanlah hanya 
sebatas pada pembalasan saja namun haruslah mencapai suatu 
tujuan yaitu perlindungan bagi masyarakat dan pencegahan 
terjadinya suatu kejahatan. Menurut Erdiantoro Effendi teori 
relatif memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu “Untuk menakuti, untuk 
melindungi, dan untuk memperbaiki”60. Teori relatif sangat 
berbeda dengan teori absolut, teori relatif melihat kepada hal-hal 
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yang akan datang dengan maksud mendidik pelaku tindak 
pidana tersebut agar menjadi baik kembali. 
c) Teori Gabungan “vernegings theorien”, merupakan dasar 
diberikannya suatu pemidanaan yaitu sebuah gabungan dari teori 
absolut dan relatif. Pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan 
dendam terhadap pelaku tindak pidana namun juga untuk 
menciptakan tertib dalam masyarakat. Menurut Schravendijk 
teori gabungan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 
(1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan; 
(2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat dan pidana yang dijatuhkan tidak boleh 
lebih berat dari perbuatan yang dilakukan61. 
Pelaku dari tindakan kejahatan dapat dilakukan oleh berbagai 
macam golongan dan dilakukan dalam berbagai kondisi yang berbeda. 
Teori-teori yang menyebutkan tentang penyebab suatu kejahatan 
sangat banyak ditemukan, dimana pendapat satu sama lain saling 
berbeda akan tetapi secara garis besar teori-teori tersebut mempunyai 
satu garis besar62. Hukum acara pidana yang mengatur mengenai cara-
cara negara dengan aparatur penegak hukumnya dalam 
mempergunakan wewenangnya untuk menjatuhkan pidana.  
Aparatur penegak hukum meliputi kepolisian yang bertugas 
dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan; kemudian 
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kejaksaan bertugas dalam hal penuntutan sesuai dengan tindak pidana 
yang dilakukan. Pengadilan bertugas untuk menjatuhkan sanksi pidana 
atas suatu perbuatan yang dilarang. Lembaga permasyarakatan 
bertugas melaksanakan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh 
pengadilan63. 
Putusan pemidanaan dapat dilakukan bilamana terdapat 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memiliki 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
terdakwalah yang telah melakukannya64. Pemidanaan dapat 
dimaknakan sebagai perbuatan, tindakan, atau putusan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang didakwa melakukan 
tindak pidana umum maupun khusus di peradilan hukum pidana. 
Secara teoritis, yuridis maupun empiris, hakim dalam menerapkan 
sanksi pidana haruslah mengacu pada nilai filosofis  berintikan 
kebenaran dan keadilan, norma yuridis berintikan kepastian hukum. 
Nilai sosiologis dengan mempertimbangkan tata nilai budaya yang 
hidup dan berkembang dalam masyarakat65. 
Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting di dalam 
menentukan dan mewujudkan nilai dari suatu putusan pengadilan 
yang mengandung keadilan serta mengandung kepastian hukum. 
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Hakim dalam pemeriksaan perkara memerlukan adanya pembuktian, 
dimana hasil dalam pembuktian akan digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan hal 
yang paling penting dalam persidangan, pembuktian bertujuan untuk 
memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-
benar terjadi. Hakim tidak bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum 
nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi 
sebelum dibuktikan kebenarannya66. 
 
3. Kebijakan Hukum Pidana 
Dalam hal kebijakan pidana Marc Ancel pernah menyatakan 
bahwa “modern criminal science” terdiri dari tiga komponen, yaitu 
criminology, criminal law, dan penal policy67. Marc Ancel 
mengemukakan bahwa “penal policy” merupakan suatu ilmu 
sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk 
memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik 
dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-
Undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-
Undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan 
pengadilan68. Istilah “kebijakan” diambil dari bahasa Inggris yaitu 
“policy” sehingga istilah kebijakan hukum pidana disebut dalam 
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bahasa Inggris yaitu “penal policy”. Menurut A. Mulder, “straafrecht 
politiek” mempunyai garis keturunan sebagai berikut:69 
a) Seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang berlaku perlu 
diubah/diperbaharui; 
b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana; 
c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan 
pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. 
Pengertian Mulder diatas berdasarkan pada pendapat dari Marc 
Ancel yang mengemukakan sistem hukum pidana, bahwa setiap 
masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang 
terdiri dari:70 
a) peraturan hukum pidana dan sanksinya;  
b) suatu tata cara hukum pidana; 
c) suatu mekanisme pelaksanaan pidana.  
Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana 
yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan 
penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan pidana juga merupakan 
bagian dari “criminal policy” dengan pengertian sebagai kebijakan 
penanggulangan kejahatan hukum pidana. Usaha penanggulangan 
kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan 
bagian dari usaha penegakan hukum.  
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Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum 
pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum “Law 
Enforcment Policy”. Dengan demikian, dilihat dalam arti luas, 
kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di 
bidang hukum pidana materiil, bidang hukum pidana resmi, dan 
bidang hukum pelaksanaan pidana71. Sebagaimana telah diuraikan di 
atas, kebijakan pidana merupakan suatu bagian dari upaya 
menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, 
tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana 
sangat erat kaitannya dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu 
proses kebijakan sosial yang mengacu pada suatu tujuan yang luas72.  
Menurut Barda Nawawi “apabila perwujudan suatu sanksi 
pidana hendak dilihat sebagai suatu kesatuan proses dari perwujudan 
kebijakan melalui tahap-tahap yang direncanakan sebelumnya, maka 
tahap-tahapnya yaitu tahap formulasi oleh pembuat Undang-Undang, 
tahap aplikasi oleh pengadilan dan tahap eksekusi oleh aparat 
pelaksana pidana”73. Apabila melihat dari suatu kesatuan proses, 
maka tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling 
strategis. Dari tahap inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman 
untuk tahap-tahap berikutnya.  
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Sebagai suatu tahap yang strategis, maka pembuat peraturan 
juga lebih mengutamakan masalah-masalah yang ada pada tahap ini74. 
Pada tahap ini yang dirumuskan tidak hanya suatu tahap perbuatan apa 
saja yang dijadikan tindak pidana, tetapi juga menyangkut sanksi apa 
yang seharusnya diterapkan sebagaimana dinyatakan Roeslan Saleh 
bahwa “pembentuk Undang-Undang tidak hanya menetapkan tentang 
perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai hukum pidana, akan tetapi 
juga menunjuk macam-macam sanksi yang dapat diterapkan, begitu 
pula maksimum ukuran pidananya”75. 
Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak dapat 
dipisahkan dari sistem hukum pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang 
dikatakan oleh Marc Ancel bahwa “tiap-tiap masyarakat yang 
teerorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari 
peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu aturan 
hukum pidana dan suatu tata cara pelaksanaan pidana”. Di sini 
berarti suatu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 
hukum pidana, yang pada hakekatnya juga merupakan bagian dari 
usaha penegakan hukum (khususnya hukum pidana)76. 
 
4. Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
“teorekenbaardheid” atau criminal responsibility yang menjurus 
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kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah 
seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu 
tindakan pidana yang terjadi atau tidak77. Upaya untuk dapat 
dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang telah 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan 
dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang 
dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-
tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta 
tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk 
pidana yang dilakukannya. 
Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya 
seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perilakunya78. Pemahaman tentang 
kemampuan bertanggungjawab sangat beragam, berdasarkan pendapat 
para ahli seperti Pompe yang memberikan unsur-unsur 
bertanggungjawab ada 3 (tiga) yaitu:  
1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang 
memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan 
ia menentukan perbuatannya;  
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya; 
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan 
pendapatnya.  
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Berbeda dengan Pompe, Van Hamel berpendapat bahwa 
kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu keadaan normalitas 
“psychis” dan kematangan, yang mempunyai tiga macam 
kemampuan:79 
1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri; 
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak 
diperbolehkan oleh masyarakat dan; 
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya. 
Selain itu Van Hamel juga berpendapat tentang syarat-syarat 
orang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut80: 
1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti 
atau menginsyafi nilai dari perbuatannya; 
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata 
cara kemasyarakatan adalah dilarang dan; 
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap 
perbuatannya. 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi 
unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat 
dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), 
seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-
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tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. 
Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya 
seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat 
dipertanggungjawabkan pidananya81. 
Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi 3 
(tiga) yaitu mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak adanya 
alasan pemaaf. Berikut penulis jabarkan maksud dari ketiga unsur 
tersebut: 
1. Mampu Bertanggungjawab. 
E.Y. Kanter menjelaskan bahwa unsur mampu 
bertanggungjawab mencakup: 
a. Keadaan jiwa, dalam artian tidak terganggu oleh penyakit 
terus-menerus atau sementara (temporair), tidak cacat 
dalam pertumbuhan, serta tidak terganggu karena terkejut, 
hipnitisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah 
sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau 
karena demam/koorts. 
b. Kemampuan jiwanya, yang dimaksud kemampuan jiwa 
yaitu dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat 
menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah 
                                                             




akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui 
ketercelaan dari tindakan tersebut82. 
Lebih lanjut E.Y. Kanter menjelaskan bahwa 
“kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan 
kemampuan ‘jiwa’ (geestelijke vermogens), dan bukan kepada 
keadaan dan kemampuan ‘berfikir’ (verstanddelijke 
vermogens), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi 
digunakan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana adalah verstanddelijke vermogens sengaja digunakan 
istilah ‘keadaan dan keamampuan jiwa seseorang”83. 
2. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau 
karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan 
keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan 
dilakukan dengan mampu bertanggungjawab84. Dalam hukum 
pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang 
dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu 
bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) 
unsur sebagai berikut:85 
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan 
hukum); 
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2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab; 
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa 
kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa); 
4. Tidak adanya alasan pemaaf. 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak 
patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan 
atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. 
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, 
bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari 2 (dua) yaitu kesengajaan 
dan kelalaian/kealpaan86. 
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan 
atau opzet, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, 
yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang 
melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus 
mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu:87 
1. Perbuatan yang dilarang; 
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan 
larangan itu; 
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum. 
Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya 
delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan 
merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/ pada saat/ 
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sesudah/ tujuan pelaku tercapai88. Sedangkan kealpaan atau 
kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 
ditentukan menurut Undang-Undang, kelalaian itu terjadi 
dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Jadi kelalaian didasari 
apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia 
sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut maka akan 
menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana89. 
3. Tidak Ada Alasan Pemaaf 
Menurut Ruslan Saleh, “tiada terdapat alasan pemaaf, 
yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan 
sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada 
terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian 
kesalahan (schuld)90. Sedangkan menurut Pompe bahwa 
“hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut 
kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam 
dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: 
‘tiada pidana,tanpa kesalahan”91. 
Dalam ilmu pidana alasan penghapus pidana dibagi atas 
dua bagian; yaitu pertama, penghapus pidana umum, yang 
berlaku kepada semua rumusan delik yang disebut dalam Pasal 
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44, Pasal 48 sampai dengan 51 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, kedua adalah alasan penghapus pidana khusus yang 
terdapat dalam pasal-pasal tertentu saja, yaitu Pasal 122, Pasal 
221 ayat (2), Pasal 261, Pasal 310, dan Pasal 367 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana92.  
Alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana tentang “tidak mampu 
bertanggungjawab”, Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana tentang Daya Paksa (overmacht), Pasal 49 ayat (2) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembelaan terpaksa 
yang melampaui batas (noodwer execes), Pasal 51 ayat (2) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana tentang menjalankan perintah 
yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari 
pejabat yang berwenang93.  
Alasan penghapus pidana termasuk dalam alasan pemaaf 
yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Alasan penghapus pidana tersebut ada 3 macam yaitu Daya 
paksa relatif (overmacht), pembelaan terpaksa yang melampaui 
batas (noodweer execes), dan menjalankan perintah jabatan yang 
tidak sah. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Hukum Pidana Positif Indonesia Terhadap Tindak Pidana 
Pelipatgandaan Harga Barang Penting Berupa Hand Sanitizer. 
Kota Tegal merupakan salah satu kota yang termasuk dalam wilayah 
provinsi Jawa Tengah, dekat dengan pantai laut utara pulau Jawa, serta 
dekat dengan perbatasan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat setelah 
melewati Kabupaten Brebes. Kota Tegal menjadi pusat lalu lalang 
kendaraan antar provinsi dikarenakan memiliki akses jalur darat yang sangat 
strategis seperti jalan raya utara dan jalan tol yang menghubungkan setiap 
kota di pulau Jawa. Kota Tegal juga menjadi pusat destinasi wisatawan 
karena banyaknya wahana rekreasi yang ada serta banyaknya kuliner khas 
Kota Tegal yang menggiurkan. 
Akibat dari banyaknya kendaraan yang lalu lalang mengakibatkan 
angka penyebaran virus covid-19 mudah menyebar luas. Menurut penulis, 
dengan setiap orang melakukan perjalanan baik untuk bekerja ataupun 
rekreasi, mereka dapat menularkan virus covid-19 apabila tidak 
mengindahkan anjuran protokol kesehatan. Dampak dari mudahnya 
penyebaran virus covid-19 membuat masyarakat Kota Tegal resah, karena 
virus tidak dapat dilihat dengan kasat mata melainkan hanya dapat dirasakan 






Virus covid-19 atau dalam bahasa ilmiah disebut severe acute 
respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) adalah jenis baru dari 
corona virus yang dapat menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang 
siapa saja, baik usia lanjut, dewasa, balita, bahkan bayi dalam kandungan 
ibu hamil94. Menurut World Health Organization virus covid-19 dapat 
menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia mulai dari batuk, 
pilek hingga yang lebih serius seperti Mieddle East Respiratory Syndrome 
(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)95. 
Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh virus covid-19 
membuat pemerintah Indonesia khususnya Presiden Republik Indonesia 
mengeluarkan peraturan terkait penanganan penyebaran virus covid-19 yang 
tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
Sebagai Bencana Nasional dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19). 
Terlihat dari beberapa bulan terakhir, terdapat lebih dari puluhan ribu 
orang terpapar virus covid-19. Mudahnya penyebaran virus covid-19 
menjadi faktor utama dalam meningkatnya angka positif pasien virus covid-
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19. Virus covid-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui 
percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang 
terinfeksi covid-19 batuk, bersin atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif 
berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang 
dapat terinfeksi covid-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi 
virus covid-1996. 
Dalam rangka mengantisipasi menyebarluasnya virus covid-19, 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait 
protokol kesehatan masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi 
Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan 
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan dari 
diterbitkannya kebijakan tersebut untuk meningkatkan upaya pencegahan 
dan pengendalian covid-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum 
dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa 
pandemi. 
Per tanggal 15 Juni 2020, pasien positif covid-19 di Indonesia 
mencapai angka 78.572 dengan rincian setiap harinya bertambah 1.591 
kasus. Dari jumlah pasien positif covid-19 terdapat 37.636 terkonfirmasi 
telah sembuh dan 3.710 terkonfirmasi telah meninggal dunia97. Jika melihat 
data tersebut, maka masih banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan 
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protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Menurut penulis, banyak 
masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan dikarenakan 
masyarakat tidak tahu dan tidak dapat merasakan bahwa virus covid-19 ada 
atau tersebar di lingkungan sekitar. 
Dengan mematuhi arahan protokol kesehatan seperti yang tertuang 
dalam bab 2 (dua) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi 
Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan 
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Isi dari bab 2 
(dua) tersebut mengenai bagaimana cara mencegah dan menghindari agar 
tidak terjangkit virus covid-19 sebagai berikut: 
a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi 
hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau 
berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status 
kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan covid-19). 
Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker 
kain 3 lapis. 
b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan 
menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan 
cairan antiseptik berbasis alkohol/hand sanitizer. Selalu 
menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan 






c. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain untuk 
menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, 
atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan 
berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak 
maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis 
lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah 
orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa 
teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan 
jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. 
d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi 
seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat 
yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko 
penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit 
penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan 
paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi 
immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, 
anak-anak, dan lain-lain, harus lebih berhati-hati dalam 








Dari beberapa langkah pencegahan di atas, penulis menyoroti pada 
salah satu alat kesehatan yang dapat digunakan untuk mencegah 
terjangkitnya virus covid-19 yaitu hand sanitizer. Hand sanitizer merupakan 
alat untuk membersihkan tangan tanpa menggunakan air yang mengalir, 
mudah digunakan, praktis, dan tidak memiliki efek samping pada 
penggunanya. Meningkatnya daya beli masyarakat pada barang hand 
sanitizer mengakibatkan hand sanitizer seketika menjadi barang penting 
yang harus selalu digunakan pada saat bepergian. 
Sangat disayangkan kenaikan harga yang tinggi pada saat masyarakat 
memerlukan  hand sanitizer guna untuk menjaga diri dari virus covid-19, 
membuat masyarakat enggan untuk membelinya. Penulis berpendapat 
bahwa naiknya harga hand sanitizer yang dilakukan oleh para pelaku usaha 
disebabkan oleh langkanya barang tersebut serta adanya indikasi 
penimbunan barang. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, penjualan 
hand sanitizer pada bulan Desember sampai dengan bulan Mei mengalami 
kenaikan harga hingga lebih dari Rp. 50.000,00 (untuk ukuran botol 100 ml) 
yang tadinya dijual dengan harga Rp. 15.000,00 menjadi Rp. 65.000,00. 
Observasi dilakukan pada beberapa toko, apotek, mini market yang 
ada di Kota Tegal dan toko online. Banyaknya pelaku usaha yang 
melipatgandakan harga hand sanitizer cenderung memilih media online 
untuk menjual belikan barang tersebut. Pelaku usaha dengan sengaja 
melipatgandakan hal tersebut dikarenakan  melihat potensi untuk meraup 





mau membeli hand sanitizer dengan harga tinggi maka harga jual akan tetap 
tinggi, pernyataan tersebut penulis ambil dari salah satu pelaku usaha yang 
menjual hand sanitizer dengan harga tinggi. 
Berdasarkan observasi yang telah disebutkan di atas, penulis akan 
menerangkan hasil riset dari pihak penegak hukum yaitu pihak kepolisian 
dalam hal ini berada pada wilayah hukum Polres Tegal Kota. Fenomena 
yang terjadi pada lapangan, merupakan fenomena yang bersifat 
kontemporer, yaitu hanya sesaat dan dalam keadaan tertentu. Walaupun 
demikian kejahatan tidak dilihat dari lama atau tidaknya kejadian atau 
dalam keadaan tertentu. Kejahatan selalu muncul apabila memiliki niat dan 
adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut98. 
Melihat maraknya pelaku usaha yang melipatgandakan harga hand 
sanitizer membuat pihak kepolisian merasa bingung akan hal tersebut, 
dikarenakan dalam keadaan bencana seperti ini masih adanya kejahatan. 
Bencana virus covid-19 tidak hanya terjadi di Kota Tegal saja namun 
seluruh nusantara juga merasakan hal yang sama bahkan dunia. Bencana 
virus covid-19 menjadi pusat perhatian pemerintah dan penegak hukum 
untuk segera mengatasi hal tersebut agar tidak tersebar luas dan 
mengendalikan kepanikan yang ada di masyarakat.  
Pelaku usaha yang melipatgandakan harga hand sanitizer dapat 
dikenakan sanksi pidana menggunakan instrumen hukum yaitu Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang 
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Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen99. Menurut pihak 
kepolisian, kedua Undang-Undang tersebut sangat efektif untuk menjerat 
kejahatan seperti pelipatgandaan harga hand sanitizer. Berikut penulis 
jabarkan pasal-pasal mengenai kejahatan pelipatgandaan harga hand 
sanitizer yang diatur pada masing-masing Undang-Undang tersebut: 
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 
Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang 
menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam 
jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, 
gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan”. 
Mengacu pada pasal tersebut, pelaku usaha yang melakukan tindak 
kejahatan melipatgandakan harga barang penting dapat dipidana. 
Terpenuhinya  dua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut 
seperti kelangkaan barang dan gejolak harga maka pelaku usaha dapat 
dipidana. Hand sanitizer pada saat ini menjadi barang penting yang 
langka akibat meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan 
meningkatnya daya beli masyarakat membuat para pelaku usaha 
mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan dengan harga 
tinggi yang melanggar ketentuan pada pasal tersebut. 
 
 






2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Pasal 10 yang berbunyi “pelaku usaha dalam menawarkan 
barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang 
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat 
pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: 
a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; 
b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 
c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas 
suatu barang dan/atau jasa; 
d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang 
ditawarkan; 
e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa”. 
Melihat unsur-unsur pada pasal tersebut, pelaku usaha yang 
melakukan pelipatgandaan harga melanggar pada unsur huruf a yaitu 
harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Mengapa demikian 
dikarenakan harga tarif yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan 
harga pabrik atau harga yang sebelumnya beredar luas pada saat 
sebelum terjadi bencana covid-19100. Dari pernyataan pihak kepolisian 
yang telah penulis jabarkan, maka kegiatan pelipatgandaan harga hand 
sanitizer dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang yang 
berlaku. 
Menurut penulis, ada kejanggalan pada saat pihak kepolisian 
menentukan bahwa pelaku usaha yang melipatgandakan harga hand 
sanitizer dapat dipidana. Kejanggalan tersebut terlihat pada klausa barang 
pokok/barang penting yang ada dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Mengingat hand sanitizer 
                                                             





bukan tergolong barang penting maka timbul permasalahan hukum yang 
harus dihadapi oleh penegak hukum.  
Beberapa barang yang tergolong dalam barang penting berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan 
Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting terdapat dalam 
Pasal 2 ayat (6) huruf b yaitu benih (benih padi, jagung, dan kedelai), 
pupuk, gas elpiji 3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan 
baja ringan. 
Mengacu pada salah satu putusan Hogeraad pada 31 Januari 1919, 
yang memahami perbuatan melawan hukum sebagaimana dikenal dalam 
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak hanya ditafsirkan 
sebagai perbuatan melawan hukum dalam bentuk yang telah tertulis saja, 
melainkan juga yang tidak tertulis. Dalam prinsip hukum pidana dilandasi 
dengan asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali 
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif)101. 
Asas legalitas menjadi fundamental dengan salah satu ciri khususnya 
yaitu larangan menggunakan analogi, artinya setiap aparat penegak hukum 
dalam hal menegakkan hukum pidana tidak boleh membuat penafsiran yang 
diluar dari maksud pembuat Undang-Undang atau menyamakannya pada 
sesuatu yang sebenarnya tidak sama dengan lainnya. Hal ini yang menjadi 
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perdebatan bahwa pengertian barang penting itu dapat berubah-ubah sesuai 
keadaan102. 
Kendati demikian, penemuan hukum tetap dapat dilaksanakan apabila 
terdapat suatu sifat melawan hukum yang ada pada tindakan pelanggaran 
tersebut. Hal ini dapat diartikan dengan merujuk pada argumentasi bahwa 
suatu tindakan dapat disebut tindak pidana jika sifat tindakan (wesen) 
tersebut “dem wesen nach” sejalan dengan maksud dari ketentuan hukum 
pidana yang dimaksudkan. Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya pada 
kasus ini menggunakan tafsiran sistematik, yaitu penafsiran yang 
menitikberatkan pada keseragaman ketentuan perundang-undangan lainnya 
yang mengatur hal sama103. 
Penulis berpendapat, adanya ketiga teori pemidanaan yang akan 
penulis jabarkan memperkuat bahwa perbuatan pelipatgandaan harga hand 
sanitizer dapat dipidana dengan instrumen hukum Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketiga teori yaitu teori 
absolut/retribusi, teori tujuan/relatif, dan teori gabungan:104 
1. Teori Absolut / Retribusi. 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang 
telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant 
memandang pidana sebagai “kategorische imperatif” yakni seseorang 
harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan 
sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Pelipatgandaan 
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harga hand sanitizer merupakan kejahatan yang tidak memiliki dasar 
hukum pasti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan, akan tetapi setiap orang yang melakukan kejahatan 
harus dipidana. 
2. Teori Tujuan / Relatif. 
Teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan 
untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang 
bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar. Manfaat dari 
dipidananya pelaku usaha yang melakukan kejahatan akan dirasakan 
oleh masyarakat yang dibuat resah. Dipidananya pelaku usaha yang 
melipatgandakan harga hand sanitizer berimbas pada kenormalan nilai 
jual hand sanitizer di pasaran. 
3. Teori Gabungan 
Tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan 
untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan 
ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan 
yang adil. Teori gabungan mengutamakan pembalasan dan 
perlindungan. Maskud dari pembalasan yaitu pemidanaan tidak boleh 
melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat 
dipertahankannya tata tertib masyarakat, sedangkan perlindungan 
yaitu pemidanaan melindungi tata tertib masyarakat, sehingga 
penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada 





keadilan untuk semua pihak, baik pelaku usaha dan masyarakat yang 
merasa dirugikan. Penerimaan konsekuensi dari perbuatan yang 
dilakukan tidak dapat dihindari walaupun pemberian sanksi tidak lebih 
berat dari biasanya. Untuk memberi efek jera maka dirasa cukup 
pemidanaan dilakukan. 
 
B. Implementasi Ketentuan Pidana Tentang Pelipatgandaan Harga 
Barang Penting Berupa Hand Sanitizer. 
Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum itu merupakan legal policy 
tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk 
mencapai tujuan negara105. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah 
mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis 
politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat 
digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna 
mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara106. 
Menurut Remmelink, hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri 
tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat 
hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada 
paksaan107. Daya paksa memang sangat diperlukan untuk menertibkan 
masyarakat karena masih banyaknya masyarakat yang tidak menaati hukum 
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yang ada seperti halnya kejahatan yang dilakukan para pelaku usaha pada 
saat bencana virus covid-19 terjadi. 
Kejahatan pelipatgandaan harga hand sanitizer yang dilakukan oleh 
para pelaku usaha didasari dengan tidak adanya dasar hukum yang mengatur 
barang hand sanitizer dan adanya kesempatan untuk meraup keuntungan 
lebih tinggi yang tidak dapat ditolak begitu saja. Penulis berpendapat bahwa 
memang benar secara normatif, hand sanitizer tidak memiliki dasar hukum, 
akan tetapi kejahatan tidak dapat dibiarkan begitu saja mengingat bahwa 
hukum diciptakan untuk membuat ketertiban, kemanfaatan dan keadilan 
untuk masyarakat. Penulis akan memaparkan hasil wawancara penulis 
dengan informan terkait kejahatan pelipatgandaan harga hand sanitizer. 
1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Tegal. 
Kejahatan pelipatgandaan harga hand sanitizer menurut Kepala 
Bidang Perdagangan yakni ibu Wineksi Prabandari, S.E. beliau 
mengatakan bahwa kejahatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut 
beliau, kenaikan harga hand sanitizer hanya bersifat temporer, yaitu 
hanya terjadi pada saat tertentu seperti dalam keadaan bencana virus 
covid-19. Kenaikan harga tersebut bukan merupakan hal yang harus 
diperhatikan, karena tugas dari dinas perdagangan hanya mengawasi 
barang pokok saja108. 
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Tugas utama dari dinas perdagangan yaitu untuk mengawasi 
barang pokok seperti gula, beras, daging, dan lain-lain ataupun barang 
penting seperti besi dan paku. Barang pokok menjadi pusat perhatian 
karena di masa pandemi covid-19 segala barang pokok menjadi 
buruan masyarakat. Pemerintah pusat menginstruksikan kepada setiap 
daerah untuk memperhatikan barang pokok dan barang penting yang 
digunakan sebagai bantuan pemasukan kebutuhan pokok masyarakat 
yang sangat membutuhkan dan menjamin setiap masyarakat 
mendapatkan bantuan109. 
Tidak adanya instruksi dari pemerintah pusat yang membuat 
kami dinas perdagangan Kota Tegal tidak dapat mengawasi dan 
menindak para pelaku usaha yang dengan sengaja melipatgandakan 
harga hand sanitizer110. Apabila hand sanitizer merupakan barang 
penting dan tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Perdagangan, maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan 
yang ada pada Pasal 107 yang berbunyi: “Pelaku usaha yang 
menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam 
jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang 
gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).” 







Sangat disayangkan hand sanitizer bukan merupakan kategori 
barang penting dan tidak memiliki batasan harga atau yang biasa 
disebut dengan harga eceran tertinggi membuat dinas perdagangan 
tidak dapat bergerak untuk menindak para pelaku usaha yang 
kedapatan melakukan hal melipatgandakan harga hand sanitizer pada 
saat bencana covid-19111. Hand sanitizer dapat dikategorikan sebagai 
barang penting apabila pemerintah pusat memasukan hand sanitizer 
ke dalam kategori barang penting sesuai dengan Peraturan Presiden 
Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 
Pasal 2 ayat (7) yang berbunyi “jenis barang kebutuhan pokok 
dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat 
diubah dengan peraturan menteri berdasarkan keputusan rapat 
koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, 
yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian 
atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan 
untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non 
kementerian”. 
Walaupun dinas perdagangan tidak dapat menindak para pelaku 
usaha tersebut, akan tetapi tidak semata-mata dinas perdagangan tidak 






mengambil langkah pencegahan. Upaya preventif yang dilakukan 
dinas perdagangan Kota Tegal yaitu menghimbau secara lisan para 
pelaku usaha agar tidak melipatgandakan harga hand sanitizer 
melainkan menjual dengan harga normal seperti pada saat sebelum 
virus covid-19 menyebarluas ke Indonesia. Dinas perdagangan juga 
turut serta untuk mensosialisasikan protokol kesehatan terutama pada 
pasar-pasar yang ada di Kota Tegal agar masyarakat merasa aman saat 
melakukan transaksi jual beli112. 
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 
memiliki sudut pandangnya sendiri terhadap kejahatan pelipatgandaan 
harga hand sanitizer. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan 
Konsumen yakni bapak Drs. Mukti Sarjono, M.Si. mengatakan bahwa 
perbuatan pelipatgandaan harga hand sanitizer dapat dipidana. 
Kenaikan harga hand sanitizer berdasarkan pengamatan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah diakibatkan 
oleh banyaknya pelaku industri yang mengekspor hand sanitizer113. 
Walaupun hand sanitizer bukan tergolong dalam barang 
penting, perbuatan pelipatgandaan harga tersebut dapat dipidana 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Tidak hanya berdasarkan harga saja, apabila 
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Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, di Dinas 






dalam komposisi yang digunakan untuk membuat hand sanitizer 
terdapat barang yang berbahaya atau membuat hand sanitizer tidak 
dengan aturannya menyebabkan kerugian bagi konsumen maka dapat 
dipidana114. 
Sangat disayangkan ditengah bencana seperti ini banyaknya 
pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan menaikan harga 
serta menjual hand sanitizer dengan kualitas rendah. Melihat adanya 
hal itu, Kementerian Perdagangan melakukan penutupan akun toko 
online sebanyak 169 toko online yang terbukti menjual hand sanitizer 
dengan kualitas rendah. Tidak hanya menutup akun saja melainkan 
menghilangkan semua riwayat tentang akun yang terbukti menjual 
hand sanitizer dengan harga tinggi dan kualitas rendah115. 
Walaupun sudah banyak toko online yang ditutup akibat 
melakukan kecurangan, akan tetapi hal serupa dilakukan oleh toko-
toko konvensional. Toko konvensional dapat dikenai sanksi pidana 
sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila terbukti sampai adanya 
konsumen yang mengalami kerugian. Toko-toko konvensional 
tersebut berupa apotek, toko swalayan, pasar, bahkan toko klontong. 
Kebanyakan dari toko konvensional yang melakukan perbuatan 
menaikan harga yaitu toko swalayan sedangkan adanya indikasi yang 
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115 Liputan6, Kemendag Tutup Ratusan Akun Toko Online yang Jual Alkes Berkualitas 
Rendah, https://www.liputan6.com/bisnis/read/4236756/kemendag-tutup-ratusan-akun-toko-





menjual hand sanitizer dengan kualitas rendah terdapat pada apotek 
dan pasar116.  
Ketentuan sanksi pidana yang mengatur perbuatan tersebut 
terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) berbunyi “pelaku usaha 
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 
pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17, ayat (1) huruf 
a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama  5 (lima) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”. 
Ketentuan pidana di atas sangat tepat diberikan kepada pelaku 
usaha yang melakukan perbuatan pelipatgandaan harga serta menjual 
hand sanitizer dengan kualitas rendah. Menurut beliau, menggunakan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 107 
yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menaikan harga pada 
saat kelangkaan barang untuk menindak para pelaku usaha yang 
melakukan perbuatan tersebut sangat tidak tepat. Karena objek yang 
ditujukan bukan merupakan objek yang diatur dalam Undang-Undang 
tersebut dan hand sanitizer juga tidak memiliki harga eceran tertinggi 
yang berarti tidak adanya pembatasan harga jual.   
 
 






3. Kepolisian Resort Tegal Kota. 
Penegakan hukum dalam perbuatan pelipatgandaan harga hand 
sanitizer tidak dapat seketika menindak bahwa perbuatan tersebut 
termasuk dalam tindak pidana. Menurut bapak AIPTU Kusmanto, 
untuk menilai suatu didasarkan pada perbuatan pidana berdasarkan 
kejadian di lapangan, korban, dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Kejadian lapangan merupakan perbuatan yang dapat 
disaksikan orang lain. Korban merupakan orang yang dirugikan. 
Peraturan perundang-undangan merupakan dasar dari penentuan 
perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan117. 
Syarat seseorang dapat dipidana yaitu orang melakukan 
perbuatan, perbuatannya melawan hukum, dilakukan dengan 
kesalahan, perbuatannya dirumuskan dalam Undang-Undang, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Pelaku usaha yang memenuhi syarat-
syarat di atas akan ditindak sesuai ketentuan pidana apabila terbukti 
melakukan perbuatan pelipatgandaan harga hand sanitizer dengan 
sadar dan tanpa paksaan ingin meraup keuntungan untuk diri sendiri 
dengan cara merugikan orang lain yaitu konsumen. 
Pidana itu melihat dari perbuatannya, yaitu perbuatan yang 
dianggap tercela oleh masyarakat dan tidak dapat diterima oleh 
kebiasaan yang ada di masyarakat. Terlepas dari ada atau tidaknya 
dasar hukum yang mengatur pelipatgandaan harga hand sanitizer, 
                                                             





apabila masyarakat merasa dirugikan maka perbuatan tersebut dapat 
dikategorikan tindak pidana. Tugas kepolisian dalam hal ini 
melakukan penyelidikan terhadap para pelaku usaha yang diduga 
melakukan hal tersebut agar dapat segera memberikan sanksi pidana 
kepada pelaku dan memberikan rasa aman di masyarakat118. 
Melihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha 
yang melipatgandakan harga hand sanitizer merugikan masyarakat, 
maka pelaku usaha dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Terdapat dalam Pasal 107 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 62 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen119. 
Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan berbunyi: “Pelaku usaha yang menyimpan barang 
kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu 
tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang gejolak harga, dan/atau 
hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”. 







Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan menerangkan sanksi pidana yang berdasarkan ketentuan 
pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan yang menjelaskan beberapa unsur yang menjadi patokan 
dalam pemidanaan pelaku usaha. Unsur-unsur yang ada pada pasal 
tersebut ada 3 (tiga) yaitu kelangkaan barang, gejolak harga, dan 
menimbun barang.  
Dari ketiga unsur tersebut, kelangkaan barang terjadi akibat 
naiknya daya beli masyarakat dengan membeli hand sanitizer dalam 
jumlah banyak pada saat bencana covid-19. Gejolak harga diakibatkan 
oleh semakin banyaknya masyarakat yang membeli hand sanitizer 
dalam jumlah banyak yang berakibat stok hand sanitizer habis, maka 
dari itu pelaku usaha mengambil kesempatan untuk menaikan harga 
yang tidak sesuai dengan semestinya. Sedangkan menimbun barang 
merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku usaha agar pada 
saat stok hand sanitizer di beberapa daerah habis, maka pelaku usaha 
lain akan mencari hand sanitizer di pelaku usaha yang melakukan 
kecurangan dengan menjual hand sanitizer lebih dari harga yang 
dijual pelaku usaha lainnya120. 
Sedangkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: “pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, 
                                                             





pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf 
b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama  5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”. 
Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen menerangkan sanksi pidana yang 
berdasarkan ketentuan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan beberapa 
unsur yang menjadi patokan dalam pemidanaan pelaku usaha. Unsur-
unsur yang ada pada pasal tersebut ada 5 (lima) yaitu tarif harga 
barang, kegunaan barang, kondisi barang, tawaran potongan barang, 
bahaya penggunaan barang. 
Dua dari kelima unsur tersebut menjadi patokan pemidanaan 
dalam perbuatan pelipatgandaan harga dan kualitas rendah dalam 
pembuatan hand sanitizer. Dua unsur tersebut yaitu harga suatu 
barang dan kondisi suatu barang. Harga suatu barang dalam hal ini 
hand sanitizer mengalami kenaikan harga yang tidak sesuai dengan 
harga sebelumnya. Kondisi suatu barang yaitu hand sanitizer yang 
diperjual berkualitas rendah akibat pembuatannya tidak sesuai dengan 
aturan yang berlaku. 
Berdasarkan 3 (tiga) wawancara di atas maka penulis simpulkan 
bahwa kejahatan pelipatgandaan harga hand sanitizer dapat dipidana dengan 





tentang Perdagangan Pasal 107 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1). Dalam hal Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkendala pada objek 
yang dituju tidak ada dalam Undang-Undang. 
Mengingat bahwa hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan 
keamanan masyarakat, melihat adanya asas ius curia novit yang artinya 
semua hakim dianggap mengetahui hukum sehingga pengadilan tidak boleh 
menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara walaupun perkara tersebut 
tidak ada dasar hukumnya121. Prinsip ius curia novit ditegaskan dalam 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
Pasal 10 yang berbunyi “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya”. 
Berdasarkan hal itu hakim berwenang untuk menentukan hukum 
objektif mana yang harus diterapkan baik berasal dari hukum positif atau 
yurisprudensi atau berdasarkan kebiasaan. Melihat ketentuan tersebut, sudah 
dapat dipastikan bahwa kejahatan pelipatgandaan harga hand sanitizer dapat 
dikenai sanksi pidana dengan catatan hakim beritikad baik untuk 
mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana 
dengan pertimbangan yurisprudensi dan kebiasaan yang ada di masyarakat. 
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Yurisprudensi merupakan putusan hakim (judge made law) yang 
diikuti hakim lain dalam perkara serupa (asas similia similibus), kemudian 
putusan hakim itu menjadi tetap sehingga menjadi sumber hukum. 
Yurisprudensi dalam prakteknya berfungsi untuk mengubah, memperjelas, 
menghapus, menciptakan, atau mengukuhkan hukum yang telah hidup 
dalam masyarakat122. Perlunya aturan hukum baru untuk memberikan rasa 
aman dalam masyarakat serta terwujudnya hukum yang dicita-citakan. 
Apabila kejahatan pelipatgandaan harga hand sanitizer tidak dapat dipidana, 
maka tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti akan terjadi hal yang 
sama disaat keadaan tertentu.  
Terdapat beberapa kasus tindak pidana pelipatgandaan harga hand 
sanitizer yang terjadi di luar Kota Tegal. Penulis mengambil contoh kasus 
yang berada di Semarang, provinsi Jawa Tengah di bawah wilayah hukum 
Polisi Daerah Jawa Tengah. Adanya penangkapan terhadap 3 (tiga) pelaku 
yang berinisial A (45) tahun, N (24) tahun, dan AU (45) tahun diduga 
melakukan penimbunan barang berupa hand sanitizer serta menyita 208 
botol antiseptik123. 
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polisi Daerah Jawa Tengah 
memberikan penjelasan tentang cara pelaku menjual hand sanitizer serta 
harga yang dicantumkan sebagai berikut: “Menurut keterangan para pelaku 
yang sudah kami konfirmasi terkait penjualannya, mereka membeli dari 
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Volume 1, Nomor 4, Oktober-Desember, 2012, hlm. 35. 
123 Bidang Humas Polda Jateng, Diduga Timbun Masker, Tiga Orang Diperiksa Polda 
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orang kemudian memperdagangkan melalui online dan harga yang sudah 
diperjualbelikan berkisar Rp. 270.000. sampai Rp. 275.000 per kotaknya. 
Kalau harga pasaran kurang lebih 30 sampai 40 ribu harga normal per 
kotaknya”124. 
Direkturat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Jawa Tengah 
Kombes Pol Budhi Haryanto menambahkan, dalam pemasarannya yang 
dilakukan para pelaku itu melalui online yaitu Facebook. Dalam facebook 
itu juga dicantumkan nomor telepon. Dari situ masyarakat yang merasa 
panik akhirnya mencari barang yang memang langka di pasaran. 
Kelangkaan terjadi di beberapa wilayah Jawa Tengah, dimulai dari pantura 
Brebes sampai Kendal125. 
Untuk itu, Polisi Daerah Jawa Tengah melakukan upaya tindakan 
tegas mengamankan 3 (tiga) terduga pelaku yang saat ini masih diperiksa 
dan jika terbukti akan dikenakan dua pasal, Undang-Undang Nomor 7 
tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang ancamannya 5 (lima) tahun penjara. “Para 
pelaku sampai saat ini masih dalam pemeriksaan penyidik, untuk dapat 
menentukan apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak”, tandas Kombes 
Pol Budhi126.   
Sesuai dengan apa yang telah penulis uraikan tentang kejahatan 
pelipatgandaan harga hand sanitizer dapat dipidana dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 








Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi pemidanaan 
seseorang tidak dapat menggunakan dua instrumen hukum sekaligus, maka 
diperlukannya pemeriksaan yang tepat untuk menentukan dasar hukumnya 
melihat dari unsur-unsur yang ada disetiap Undang-Undang.  
Pentingnya peran kepolisian dalam menangani kasus tersebut secara 
tepat dan cepat untuk memutus rantai kejahatan agar tidak adanya lagi 
kejahatan pelipatgandaan harga hand sanitizer. Melihat dari keterangan 
Polda Jawa Tengah, Kota Tegal termasuk dalam wilayah yang terjadi 
kelangkaan barang yaitu hand sanitizer. Maka dari itu, perlunya koordinasi 
antara Polda Jawa Tengah dengan Polres Tegal Kota untuk bekerja sama 
menindak kejahatan yang ada.  
Presiden Republik Indonesia telah memerintah pihak Kepolisian 
Republik Indonesia untuk berperan aktif dalam mengusut kejahatan 
pelipatgandaan harga hand sanitizer yang mengarah pada penimbunan 
barang. Perintah presiden tersebut menjadi dasar hukum yang ideal untuk 
menepis bahwa hand sanitizer bukan termasuk kategori barang penting. 
Dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Polisi Daerah Jawa 
Tengah terhadap pelaku usaha yang melipatgandakan harga hand sanitizer, 
berdampak langsung pada normalnya harga hand sanitizer di Kota Tegal. 










Berdasarkan hasil pembahasan tentang permasalahan dalam 
penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaturan tindak pidana pelipatgandaan harga hand sanitizer dalam 
hukum pidana positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
2. Berdasarkan hasil penelitian dengan 3 (tiga) instansi terkait bahwa 
implementasi ketentuan pidana tentang tindak pidana pelipatgandaan 
harga hand sanitizer terdapat pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 62 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Rumusan pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) 
Dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terdapat 3 
(tiga) unsur yaitu kelangkaan barang, gejolak harga, dan penimbunan 
barang., 2) sedangkan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 2 
(dua) unsur yaitu harga suatu barang dan kegunaan barang. Pelaku 
usaha yang melipatgandakan harga hand sanitizer terbukti memenuhi 





Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka saran yang akan 
dikemukakan sebagai berikut: 
1. Perlu adanya perubahan terkait pengertian barang penting karena 
bersifat abstrak, membuat penegak hukum kesulitan untuk 
menentukan apakah kejahatan pelipatgandaan harga hand sanitizer 
termasuk kategori tindak pidana atau bukan. Perubahan tersebut tidak 
terlepas dari asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. 
2. Kepada pemerintah dan penegak hukum, seharusnya dapat melihat 
bahwa suatu kejahatan yang nyata walaupun tidak adanya dasar 
hukum harus tetap ditindak guna menciptakan ketertiban masyarakat. 
Mengingat bencana covid-19 tidak tahu kapan selesainya. Agar dapat 
fleksibel dalam menentukan suatu aturan hukum namun tidak terlepas 
dari kepastian hukumnya. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk 
dapat mengawasi harga hand sanitizer serta diterbitkannya aturan 
hukum terkait harga eceran tertinggi untuk mempermudah 
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